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ABSTRAKSI

Analisis Kinerja Kapermas Kota pekalongan

Permasalahan yang dihadapi Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Kota Pekalongan adalah masih memiliki kinerja yang belum berkualitas hal
ini bisa dilihat dari kegiatan yang dilakukannya belum dapat mencapai apa
yang menjadi visi-misi organisasi. Untuk mengukur kinerja tersebut juga
belum mempunyai indikator-indikator yang jelas. Oleh karena itu perlu
dipertanyakan bagaimana kinerja Kapermas dan fenomena apa yang bisa
dijadikan indikator kinerja KAPERMAS Kota Pekalongan. Tujuannya
adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dan indikator-indikatornya dan
dengan begitu akan memudahkan dalam mengevaluasi kinerja dan dalam
pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ditinjau secara teoritis
pengukuran kinerja ini mencakup responsiveness, responsibility,
accountability, productivity, dan quality of services (Agus Dwiyanto, 1995 :
7). Sementara itu ada sudut pandang lain yang melihat indikator kinerja itu
meliputi input, proses, output, outcome, benefit dan impact. ( LAN , 2000 ).
Dalam kajian analisis kinerja Kapermas ini hanya akan dilihat dari sisi
responsivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan sebagai faktor yang bisa
dijadikan indikator kinerja. Metode yang dipakai dalam penelitiannya
adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan setiap
fenomena kinerja kemudian mendiskusikannya untuk menemukan
indikator-indikator kinerjanya secara konseptual.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa tingkat responsivitas KAPERMAS
belum begitu baik, para aparatnya masih belum bisa merespon apa yang
menjadi kebutuhan masyarakat untuk kemudian mengakomodasikan dalam
program kegiatan. Program maupun proyeknya sebagian masih berupa
kegiatan yang bukan kebutuhan masyarakat, sebab penentuan kegiatannya
lebih ditentukan oleh anggaran yang disediakan pemerintah, dan bersandar

kepada apa yang biasanya ditetapkan oleh pusat, yang terkadang tidak
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ABSTRACT
Performance Analysis of Kapermas in Pekalongan Town

A problem that faces by the government organizations, generally are
performance work levels which haven't appropriate less yet, where we can
see these cases from the activities that have been done but haven't been able
reached for what becomes organization mission and vision. Measurement or
the performance indicator hasn't determined clearly. Whereas by knowing
the performance of indicators, organization will be easier in evaluating the
performance and in reporting performance accountability. Theoritically
observed (from the viewpoint of theory) performance measure in general
covered : responsiveness, responsibility, and quality of services. White there
is another viewpoint that performance indicator covers : Input, process,
output, outcome benefit and impact. In analysis study of Kapermas
performance only will be seen from the side of responsivity, and quality of
services as a factor that subject to becomes performance indicator.Method
used in this research has the characters of qualitative descriptive, namely by
describing each performance phenomenon than discussed it to find out
performance indicators conseptually.

The result described (showed) that KAPERMAS responsivity level
was not good enough yet, the apparatus still haven't been able responsed the
needed of society to aplicated in their activities programme. The
accountability level manages to obtain a good condition, this case can be
seen from the activity application and finance usage in programmes or
applied projects and be responsibled well through the performance
accountability report of government offices. Quality services level given can
be told well enough, mainly in the shape of apparatus behavior or their
activities.

Conceptually will enable to build a measurement that covers input
indicator, outcome, benefit, and impact which entirely .Fulfill
responsiveness aspect, accountability and quality of services. At least will
covers two aspects responsiveness and accountability, process indicator that
fulfiil accountability aspect indicator output that fulfill accountability aspect
and quality of services, outcome indicator that fulfill accountability aspect
and quality of services, benefit indicator which fulfill. Accountability aspect
and impact indicator which fulfill responsiveness aspect and accountability.

Key word :
Performance indicator : responsiveness, accountability and quality of
service.
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BAB L

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat dan
penyelenggaraan negara, serta adanya berbagai peristiwa yang mendahului
ataupun yang hadir bersamanya (seperti misalnya, krisis multidimensi yang
dialami bangsa ini) merupakan faktor-faktor internal yang tak terelakkan
dalam proses transisi. Belum lagi adanya faktor-faktor cksternal, yang ke
semuanya akan bermuara pada satu hal yaitu keinginan untuk hadirnya suatu
sistem pemerintahan yang demokratis dalam segala aspeknya.

Pergeseran paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan dari
pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi yang ditandai dengan
pencabutan UU NO 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah dan UU No 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa
yang kemudian diganti dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang dilengkapi dengan UU No 25 Tahun 1999
tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
nampaknya memberikan wacana baru dalam meniti alam demokratisasi.

Kebijakan desentralisasi pemerintahan kepada Kabupaten dan Kota
diharapkan akan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan pada masyarakat. Hal ini pada akhirnya membawa
implikasi yang kuat terhadap upaya pemberdayaan masyarakat karena

terdapat hubungan resiprokal (timbal balik) antara ke duanya, masyarakat
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bersumber dari Political and Economic Risk Consultancy, yang dimuat
dalam Harian Kompas tanggal é2 Juni 2001(dalam Agus Dwiyanto dkk.,
2002:53) menunjukkan bahwa kinerja birokrasi di Indonesia semakin buruk
dan semakin korup. Birokrasi di Indonesia dalam tahun 2001 hanya lebih
baik dibaﬁdingkan dengan India dan Vietnam.

Kondisi demikian memang sangat menyedihkan dan banyak menjadi
sorotan dari berbagai kalangan. Berbagai macam resep banyak ditawarkan,
yang salah satunya sedang dilaksanakan adalah pelaksanaan otonomi daerah
dengan diimplementasikannya ke dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999
dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999. Salah satu tujuan dari otonomi
daerah di Indonesia adalah perbaikan kinerja pemerintah-pemerintah daerah,
yang pada akhirnya akan berujung pada baiknya kinerja pemerintah secara
keseluruhan. Dalam hal ini diperlukan adanya peningkatan mutu manajemen
pemerintahan yang dapat menciptakan peningkatan kinerja melalui
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Kantor
Pemberdayaan Masyarakat (KAPERMAS) sebagai bagian dari pemerintah
Kota dengan sendirinya tidak terlepas dari tuntutan ini. Sebagai instansi
pemerintah yang langsung berurusan dengan persoalan pemberdayaan
masyarakat harus bisa menunnjukkan akuntabilitas kinerja yang baik.

Salah satu program pokok KAPERMAS adalah “meningkatkan
pemberdayaan masyarakat” (Propernas 2000-2004, Bab IX). Kondisi
demikian menyebabkan Kantor Pemberdayaan Masyarakat menjadi sebuah

komponen organisasi pefnerintah daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai
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4. meningkatkan kualitas SDM pedesaan, agar mampu mengelola

pembangunan secara mandiri (self sustaining process).

Menurat Perda Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
Pekalongan dinyatakan bahwa KAPERMAS merupakan unsur penunjang
Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan
masyarakat, yang meliputi ketahanan masyarakat, pemberdayaan sosial
masyarakat, ekonomi masyarakat, teknologi tepat guna serta tugas-tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Daerah. Namun dalam kenyataannya nampak
kinerja KAPERMAS belum optimal, keadaan ini ditunjukkan oleh adanya
permasalahan yang dihadapi oleh KAPERMAS Kota Pekalongan, yang
antara lain.

1. Dari aspek Tupoksi yaitu lambannya kerja aparat dalam pembuatan
uraian tugas dan fungsi dan masing-masing Sub Bag TU, Seksi, Sub
Seksi, dan Kaur yang mengakibatkan belum jelasnya uraian tugas (job
discribsion) masing-masing pegawai sehingga mereka dalam
melaksanakan tugas hanya berpegang pada naluri saja (Temuan
Bawasda Kota Pekalongan, 2002);

2. Dafi aspek Keuangan belum disiplinnya aparat dalam memenuhi bukti-
bukti kebenaran formal untuk beberapa pengeluaran (ibid, 2002).

Meskipun kegiatannya sudah dapat dilaksanakan dengan baik, tetapi
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Tabel 1.1.
Hasil Pemeriksaan Bawasda Kota Pekalongan 2002
No. | Tanggal Hal Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan
I 1 Des2002 | Aspek Disiplin Masth terdapat 5 orang pegawai

(dar 28 pegawai) yang tidak
hadir tanpa keterangan

2 1 Nop2002 | Aspek Tupoksi SK Wali Kota Pekalongan no.
18 Tahun 2001 tentang Tupoksi,
belum dijabarkan oleh unsur
pimpinan dan dikomunikasikan
— kepada pejabat dan masing-
masing stafnya. ‘
Akibatnya belum ada acuan
tugas yang diemban masing-
masing pejabat dan stafnya.

3 [ Nop2002 | Aspek Keuangan a. pengeluaran anggaran rutin
— pa-da bantuan untuk
operasional tim penggerak
— PKK dan K3 PKK belum
didukung oleh bukti-bukti
kebenaran formal.

b. Pengeluaran anggaran proyek
Pemberdayaan Perempuan
untuk pembelian konsumsi
pada 3 kegiatan dengan total
Rp. 7 692 000, belum dileng-
kapi dengan surat pesanan,

4 1 Nop 2002 | Aspek Sarana dan Penggunaan inventaris
Prasarana kendaraan roda 2 sebanyak 3
buah  belum - ada  surat
penunjukan.  Seharusnya ada
surat penunjukan untuk pertang-
gungjawaban dalam pemakaian.

Sumber Bawasda Kota Pekalongan, 2002

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan tesis ini peneliti

memilih judul : Analisis Kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat

(KAPERMAS) Kota Pekalongan.
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Berdasarkan identifikasi tersebut, maka permasalahannya
dirumuskan dalam sebuah pertanyaan penelitian sebagai berikut:
Bagaimanakah tingkat kinerja Kapermas dan fenomena-fenomena apa
saja yang dapat menjadi indikator kinerja Kantor Pemberdayaan

Masyarakat (KAPERMAS) Kota Pekalongan ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Melihat bagaimana kinerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota
Pekalongan .
2. Mengetahut fenomena-fenomena yang dapat dijadikan .indikator

kinerja.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun dari hasil p_enelitian ini di harapkan dapat memberikan
kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk memperkaya khasanah ilmu peﬁgetahuan, khususnya dalam
pengaplikasian model kinerja organisasi pada organisasi publik,
lebih khusus lagi pada KAPERMAS Kota Pekalongan.

2. Sebagai masukan bagi KAPERMAS Kota Pekalongan sebagai unsur
penunjang kegiatan Pembangunan Déerah dalam mengenali

kinerjanya dan upaya peningkatan kinerja aparat KAPERMAS.
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Bryson (2002:211-212) bahwa langkah terakhir dalam proses perencanaan
strategis adalah mengembangkan deskripst yang jelas dan ringkas tentang
organisasi atau komunitas harus seperti apa ketika berhasil
mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.
Deskripsi ini harus menjadi Visi keberhasilan organisasi. Dengan kata lain
Bryson (2002:112) mengemukakan bahwa dengan Misi dapat menjelaskan
fujuan organisasi, atau mengapa organisasi harus melakukan apa yang
dilakukannya dan dengan Visi memperjelas harus menyerupai apa tujuan itu
dan bagaimana tujuan harus berjalan agar bisa memenuhi misinya. Tujuan
yang ditetapkan sebelumnya dalam suatu organisasi harus terjabar dalam
visi dan misinya. Dalam hal imi Visi KAPERMAS adalah untuk
mewujudkan kemandirian masyarakat, dan misinya adalah untuk
mengembangkan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif
dalam pembangunan, agar secara bertahap mampu membangun diri dan
lingkungannya. (Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekalongan,
2002).
Kemudian menurut Martin Luther King Jr yang disunting oleh

Bryson (2002:211) mengatakan bahwa:

Jika anda ingin mengerakkan orang, haruslah diarahkan dengan visi

yang positif buat mereka, yang menyediakan nilai-nilai penting, yang

memberikan sesuatu yang mereka inginkan, dan haruslah disajikan

dengan cara yang memberi dorongan yang mereka rasa memberi

ilham untuk diikuti.

Berdasarkan pendapat itu dapat difahami bahwa suatu organisasi

sangat sulit untuk mencapai kinerja yang baik apabila organisasi tersebut
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Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa proses inanajemen yang
ber-langsung tersebut, merupakén pelaksanaan dari  fungsi-fungsi
manajemen yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling (POAC)
atau lebih detailnya lagi adalah planning, organizing, staffing, directing,
coordinating, regulating, dan budgeting (POSDCoRB). Mengingat bahwa
kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor input dan proses-proses
manajemen dalam organisasi, maka upaya peningkatan kinerja organisasi
juga terkait erat dengan peningkatan kualitas faktor input dan kualitas proses
manajemen dalam organisasi tersebut.

Analisis terhadap kondisi input dan proses-proses administrasi
maupun manajemen dalam organisasi merupakan analisis kondisi internal
organisasi. Disamping ifu bisa dianalisis secara eksternal dengan melihat
kondisi-kondisi eksternal organisasi Penilaian terhadap faktor-faktor kondisi
eksternal tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis:

a. kecenderungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, fisik, dan

pendidikan

b. peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak yang dapat diajak

bekerja sama (collaborators) dan pihak-pihak yang dapat
menjadi kompetitor, seperti swasta, dan lembaga-lembaga lain,
dan

c. dukungan pihak yang menjadi sumber resources seperti para

pembayar pajak, asuransi, dan sebagainya (Bryson, 1995 dalam

Keban, 2001)
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apakah proses ketja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan

dengan tujuan yang diharapkan atau belum.

2. Pengukuran Kinerja.

Murphi dan Cleveland (1995:109) mengemukakan bahwa penilaian
kinerja dapat digunakan untuk berbagai kegunaan oleh organisasi, dimana
perbedaan kegunaan ini tergantung pada tujuan masing-masing organisasi.
Penilaian kinerja akan sangat berguna jika tujuan formal dan kegunaan
organisasi terhadap penilaian kinerja konsisten dengan tujuan penilaian
kinerja. David Osborne dan Ted Gaebler (1992:168) mengemukakan
tentang kinerja, béhwa apabila dilakukan penilaian atau pengukuran
terhadap kinerja suatu organisasi, maka hasil penilaian tersebut sangat
berpengaruh terhadap bagaimana seharusnya roda organisasi itu dijalankan
dalam rangka pencapaian tujuannya.

Sebagai sebuah pedoman dalam menilai kinerja organisasi harus
dikem-balikan pada tujuan atau alasan dibentuknya suatu organisasi.
Misalnya untuk sebuah organisasi privat/swasta yang bertujuan untuk
menghasilkan keuntungan dari barang yang dihasilkan/diproduksinya, maka
ukuran kinerjanya adalah seberapa besar organisasi tersebut mampu
memproduksi barang untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi.
Indikator yang bertalian dengan ini adalah seberapa besar efficiency
pemanfaatan input untuk meraih keuntungan dan seberapa besar effectivity

process yang dilakukan untuk merath keuntungan tersebut. Pertanyaannya
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Lenvinne dkk. (1990, dalam Agus Dwiyanto 1995:7)
mengemukakan ada 3 indikator kinerja organisasi publik yaitu: a)
responsiveness atau responsivitas, b) responsibility atau responsibilitas, c)
accountability atau akuntabilitas. Selain dari tiga faktor tersebut, Agus
Dwiyanto (1995:9) menambahkan 2 ipdikator kinerja yang lain, yaitu:

productivity (produktivitas) dan quality of services ( kualitas pelayanan).

Berdasarkan beberapa pendapat dan penjelasan dari para akhli tersebut,
maka kajian analisis kinerja ini menggunakan sebagién saja dari pengukuran
kinerja yaitu yang meliputi responsivitas, akuntabilitas dan kualitas
pelayanan sebagai Untuk memperjelas variabel-variabel yang akan dikaji
tersebut, berikut dikemukakan beberapa ‘konsep yang mendasarinya.

a). Responsivitas.

Responsivitas (responsiveness) menunjukkan adanya daya tanggap
organisasi terhadap kebutuhan masyarakat. Lenvinne dkk. (1990, dalam
Agus Dwiyanto 1995:7) mengemukakan bahwa responsivitas dapat diukur
dari harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers. Agus
Dwiyanto (1995) mengemukakan bahwa responsivitas menggambarkan
kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan fuyjuannya serta
menselaraskan dengan kebutuhan masyarakat.

Responsivitas sebagai salah satu variabel kinerja pelayanan publik,
secara sederhana dapat diartikan sebagai “ mau mendengar saran “ (John M.

Echols dan Hasan Shadili, 1992:481). Menurut pengertian ini terlihat
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Berpedoman pada beberapa pendapat di atas, organisasi publik harus
mau dan mampu mendenngarkan serta peka terhadap apa yang menjadi
tuntutan dari pengguna jasa. Yang lebih penting adalah bagaimana
mewujudkan keinginan-keinginan pengguna jasa tersebut, dengan demikian
akan tercapai suatu kinerja organisasi yang baik dalam arti dapat
memuaskan ke dua belah pihak, pemberi dan pengguna jasa.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa responsivitas adalah
kemampuan organisasi KAPERMAS Kota Pekalongan untuk mengenali
kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang direfleksikan ke dalam program
dan kegiatan pelayanan yang nyata dan berpihak kepada masyarakat, dan ini

bisa dilihat dari banyaknya kegiatan atau program untuk masyarakat.

b). Akuntabilitas

Akuntabilitas atau accountability menurut Lenvinne dkk. (1990,
dalam Agus Dwiyanto 1995:7) adalah faktor yang menunjukkan seberapa
besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan faktor-
faktor eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders,
seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Affan Gaffar (1999.7) bahwa akuntabilités adalah setiap
pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat
mempertanggungjawabkan  kebijaksanaan yang hendak dan telah
ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertangungjawabkan
ucapan atau kata-katanya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku

dalam kehidupan yang pernah, sedang bahkan akan dijalaninya. Menurut
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agar organisasi bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pelangan.
Dengan demikian organisasi harus bisa mempertanggungjawabkan segala
kegiatannya kepada dua arah, yaitu secara vertikal ke atas
pertanggungjawaban diberikan kepada para stakeholder, dan secara vertikal
ke bawah pertanggung jawaban diberikan kepada pelanggan atau pengguna
jasa. Stakeholder dan pengguna jasa atau masyarakat berhak meminta
pertanggungjawaban organisasi pelayanan publik.

Berpedoman dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa
akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban dalam suatu kegiatan
penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Indikator yang dapat digunakan adalah nilai capaian setiap program atau

setiap kegiatan.

¢). Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan berasal dari dua kata dasar, yaitu kualitas dan
pelayanan. Kualitas (quality) menurut Moekijat (2000:455) hanya dapat
dirumuskan dari sifat-sifat barang atau jasa yang diinginkan. Dari sudut
pandang ini kualitas adalah jumlah dari sejunlah sifat-sifat yang diinginkan,
seperti bentuk, dimensi, komposisi, kekuatan, kepandaian membuat sesuatu,
penyesuaian kesempurnaan, dan sebagainya. Unsur yang penting dalam
kualitas adalaj kesamaan dengan standar-standar yang telah ditetapkan.

Pengertian pelayanan (service) menurut Moekijat (2000:493) adalah
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related citeria, process-related criteria, dan image-related criteria, yang

dirinci dalam enam dimensi kualitas pelayanan, yaitu:

a. Professional and skill: pelanggan menyadari bahwa penyedia jasa
memiliki pengetahuan dan keterampilam yang dibutuhkan,

b. Attitude and behavior; pelanggan merasa bahwa karyawan penyedia jasa
menaruh perhatian dan berusahan membantu mereka memecahkan
masalah secara spontan.

c. Accessibility and flexibility. pelanggan merasa bahwa penyedia jasa dan
system operasionalnya dirancang dan dioperasikan agar pelanggan
mudah mengaksesnya,

d. Reliability and trustworthiness. pelanggan dapat mempercayakan segala
sesuatunya kepada penyedia jasa dan sistemnya,

e. Recovery. pelanggan mengetahui jika terjadi sesuatui yang tidak
diharapkan, maka penyedia jasa dapat mengendalikan secara cepat dan
akurat

f.  Reputation and credibility. pelanggan yakin bahwa operasi penyedia

jasa dapat dipercaya dan memberi nilai tambah sesuai pengorbanannya.

Satu hal yang sangat. penting dalam rangka pemberian pelayanan
kepada publik adalah tetap memperhatikan efisiensi. Pengertian efisiensi
(efficiency) menurut John M. Echols dan Hasan Shadily (1992:207-208)
adalah ketepatgunaan. Karena efisiensi itu penting, maka ia dijadikan salah
satu indikator untuk mengukur kualitas pelayanan. Efisiensi lebih

menekankan pada kepuasan yang dirasakan pengguna jasa yang diukur
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menunjang pelaksanaan pemberian pelayanan. Zeithaml dkk (1990:26)
mengemukakan bahwa salah satu ukuran untuk melihat apakah suatn
organisasi memberikan suatu pelayanan yang berkualitas dapat dilihat
secara nyata seperti penampilan fasilitas fisik dari organisasi tersebut seperti
gedung, peralatan, pegawai yang cakap/terampil, dan memiliki sarana
komunikasi seperti papan pengumuman.

Dari beberapa pendapat tentang kualitas pelayanan organisasi publik,
dapat dipahami bahwa kualitas Pelayanan adalah kemampuan organisasi
beserta aparatnya mengorientasikan kerja pada pelayanan, -efisiensi,
keramahan, fasilitas pelayanan, dan kesemuanya akan menentukan persepsi

atau tingkat kepuasan pengguna jasa dalam menerima pelayanan

B. Pembahasan Penelitian yang Relevan

Kinerja instansi pemerintah terutama menyangkut pelayanan public
sering menjadi sorotan. Agus Dwiyanto dan Kusumasari (2001a:1-4)
mengemukakan hasil penelitian pelayan publik yang mencakup izin usaha,
IMB, catatan sipil dan éertiﬁkasi tanah di Sumatera Barat, DIY dan
Sulawesi Selatan. Acuan Petugas pelayan 80% adalah peraturan, 16%
kepuasan masyarakat, 3% inisiatif sendiri dan 1% mengacu ke visi-misi.
Jika ada keluhan masyarakat, untuk daerah Sumatera Barat sebagian besar
membiarkannya (51%) dan 49% menyelesaikannya, sedangkan Sulawesi
Selatan dan DIY sebagian besar diselesaikan masing-masing 62% dan 54%

dan sisanya dibiarkan. |
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(1993 dalam Fuadsyah, 2002:91) mengemukakan bahwa ada pengaruh
antara kepemimpinan dan prestasi kerja. Terdapat dua indikator yang
digunakan untuk mengukur kepemimpinan yaitu kemampuan
mempengaruhi orang lain dan upaya untuk mencapai tujuan.

Muhamad Iryanto (2002:-} mengemukakan bahwa untuk sosialisasi
program pembangunan agar dapat dipahami masyarakat, perlu digunakan
berbagai media. Dikemukakan juga bahwa kebijakan yang masih top down
dapat mengakibatkan masyarakat apatis dan kurang bisa diberdayakan.
Alam, A.S. (1995:-) menyimpulkan bahwa masyarakat kota lebih merasakan
manfaat otonomi daerah dibanding masyarakat perdesaan. Warga desa
mengeluhkan harus. menyediakan dana pembangunan yang dulunya
disediakan pemerintah.

Sholahuddin (1997:-) mengemukakan bahwa konsep “berpartisipasi
dan membangun” bukan hanya berkaitan dengan pemerataan distribusi
program pembangunan, tetapi yang lebih penting pemerataan kemampuan
dan kesempatan warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
pembuatan kepufusan. Untuk itu perlu dipersiapkan kondisi agar masyarakat
mampu berpartisipasi sesuai dengan potensi desa dan mendorong adanya
perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Untuk mengatasi ekses
pembangunan maka desa dapat dibina secara sentral tetapi juga hendaknya
dilandaskan pada kondisi desa setempat. Binaan dari atas hanya mungkin
dapat efektif jika di desa ada orgamlsﬁlsl yﬁr}% Tqﬁqlpu mgnenma menyerap,

mentexjemahkan dan menanga; bmaa,n t?l'S?RU'F



